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KATA PENGANTAR

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik
keinsinyuran yang semakin pesat telah membawa dampak
signifikan bagi kehidupan masyarakat, lingkungan, dan tatanan
sosial secara luas. Dalam konteks tersebut, profesi insinyur
memegang peranan strategis tidak hanya sebagai pelaksana
teknis, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang memiliki
konsekuensi jangka panjang terhadap keselamatan publik,
keberlanjutan lingkungan, serta keadilan sosial. Oleh karena itu,
penguasaan kompetensi teknis semata tidaklah cukup tanpa
diimbangi dengan pemahaman dan penerapan etika profesi yang
kuat dan berkelanjutan.

Buku Etika Profesi Insinyur ini disusun sebagai upaya
untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai
landasan filosofis, nilai dasar, standar, regulasi, serta kode etik
yang menjadi pijakan dalam praktik keinsinyuran profesional.
Pembahasan dalam buku in1 dirancang secara sistematis, dimulai
dari pengantar konsep dasar etika profesi, hubungan antara etika

dan hukum, hingga analisis mendalam mengenai peran nilai-

A%



nilai nasional dan global dalam membentuk perilaku profesional
insinyur di tengah dinamika dunia kerja modern.

Secara khusus, buku ini menguraikan berbagai aspek
penting yang relevan dengan profesi keinsinyuran, termasuk
landasan filosofis dan nilai dasar yang hidup dalam masyarakat,
kerangka regulasi nasional dan internasional, peran organisasi
profesi, serta konsekuensi pelanggaran etika dalam praktik
profesional. Selain itu, buku ini juga membahas peran dan
tanggung jawab insinyur dalam pengambilan keputusan yang
etis, dengan menekankan pentingnya pertimbangan moral,
tanggung jawab sosial, dan keberpihakan pada kepentingan
publik.

Penyusunan buku ini1 diharapkan dapat menjadi referensi
akademik dan praktis bagi mahasiswa, dosen, praktisi, serta
pemangku kepentingan di bidang keteknikan. Materi yang
disajikan tidak hanya bertujuan untuk memperkaya wawasan
konseptual, tetapi juga untuk mendorong internalisasi nilai-nilai
etika dalam praktik nyata, sehingga profesi insinyur dapat

dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan
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bermartabat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih
memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di
masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi
positif dalam pengembangan etika profesi insinyur serta menjadi
bagian dari upaya bersama dalam membangun praktik

keinsinyuran yang berintegritas dan berkelanjutan.

Penulis
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BABI
Pengantar Etika Profesi: Definisi, Ruang Lingkup, Tujuan,

Hubungan Etika & Hukum

Etika profesi merupakan seperangkat prinsip moral dan
nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi individu dalam
menjalankan tanggung jawab profesionalnya. FEtika ini
berperan penting dalam membentuk perilaku seseorang agar
tetap selaras dengan norma sosial, hukum, serta tanggung
jawab terhadap masyarakat dan profesinya. Menurut (Sutrisno,
2018), etika profesi bukan sekadar kumpulan aturan perilaku,
melainkan refleksi dari nilai-nilai moral yang hidup dan
berkembang di lingkungan profesi tertentu. Dengan kata lain,
etika profesi menjadi fondasi moral yang membimbing

seseorang untuk bekerja secara benar dan adil.

Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani
ethos yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter, sementara

profesi berasal dari kata Latin professio yang berarti pernyataan



atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan komitmen moral
tertentu. Dalam konteks ini, etika profesi dapat dimaknai
sebagai seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku
seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam menjalankan
profesinya (Hadi, 2021). Seorang profesional dituntut tidak
hanya untuk menguasai keterampilan teknis, tetapi juga
memiliki kesadaran moral dalam setiap tindakan dan

keputusan yang diambil.

Menurut (Wibowo, 2020), keberadaan etika profesi
berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan
pribadi, kepentingan organisasi, dan kepentingan masyarakat
luas. Etika ini juga membantu menciptakan standar perilaku
yang dapat menghindarkan profesional dari penyimpangan
moral maupun penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya
pedoman etis yang jelas, seorang profesional mampu menjaga
kehormatan dirinya sekaligus meningkatkan kepercayaan

publik terhadap profesinya.

Lebih jauh lagi, (Abdullah, 2019) menegaskan bahwa

penerapan etika profesi tidak hanya berguna bagi individu,



tetapi juga bagi institusi dan masyarakat. Penerapan nilai-nilai
etis dalam dunia kerja menciptakan lingkungan yang kondusif,
transparan, dan berkeadilan. Etika menjadi alat pengendali
internal yang mendorong profesional untuk bertindak
berdasarkan kesadaran moral, bukan sekadar karena tekanan
hukum atau aturan organisasi. Oleh karena itu, etika profesi
berperan dalam membangun reputasi positif serta menjaga

kehormatan lembaga profesi itu sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika profesi
merupakan komponen esensial dalam praktik profesional yang
menggabungkan aspek moral, sosial, dan hukum dalam satu
kesatuan norma perilaku. Seperti yang dijelaskan oleh (Anwar,
2021)°, profesional yang beretika tidak hanya berfokus pada
pencapaian hasil kerja, tetapi juga pada proses dan tanggung
jawab moral di balik pekerjaannya. Penerapan etika profesi
yang konsisten akan menghasilkan pribadi yang berintegritas,

disiplin, dan dipercaya oleh masyarakat luas.



1.1. Landasan Filosofis Etika Profesi

Landasan filosofis etika profesi merupakan dasar
pemikiran yang menjelaskan mengapa perilaku profesional
harus dibingkai oleh nilai-nilai moral tertentu. Filsafat moral
menjadi pondasi utama dalam memahami hakikat baik dan
buruk dalam tindakan manusia, termasuk dalam konteks
pekerjaan profesional. Menurut (Hadi, 2021)°, filsafat etika
mempelajari alasan di balik setiap keputusan moral dan
membantu individu menentukan tindakan yang benar
berdasarkan pertimbangan rasional, bukan sekadar kepatuhan
terhadap aturan. Dalam hal ini, etika profesi berakar pada
pemikiran bahwa setiap pekerjaan memiliki dimensi moral yang

tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosialnya.

Secara umum, landasan filosofis etika profesi mencakup
tiga pendekatan utama, yaitu etika deontologis, etika teleologis,
dan etika kebajikan (virtue ethics). Etika deontologis,
sebagaimana dijelaskan oleh (Santoso, 2020)’, berfokus pada
kewajiban dan prinsip moral yang harus dijalankan tanpa

mempertimbangkan hasil akhirnya. Sementara itu, etika



teleologis menilai moralitas tindakan berdasarkan akibat atau
tujuan yang ingin dicapai, sehingga kebaikan diukur dari
manfaat yang dihasilkan. Adapun etika kebajikan, menurut
(Budianto, 2020)*, menekankan pembentukan karakter moral
individu yang berperilaku baik karena kebiasaannya, bukan

karena paksaan atau aturan eksternal.

Dalam konteks profesi, ketiga pendekatan tersebut
menjadi dasar pembentukan kode etik yang berfungsi
mengarahkan perilaku para profesional. Seorang dokter,
pengacara, guru, atau insinyur, misalnya, tidak hanya dituntut
memahami norma hukum yang berlaku, tetapi juga harus
memiliki kesadaran moral yang mendasari setiap tindakan
profesionalnya. Profesional yang menjadikan nilai-nilai moral
sebagai pedoman akan lebih mampu menjaga keseimbangan
antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab sosialnya.
Dengan demikian, etika profesi berfungsi sebagai panduan
normatif sekaligus refleksi filosofis atas makna tanggung jawab

manusia terhadap sesama.

Selain sebagai pedoman perilaku, landasan filosofis etika



profesi juga memiliki dimensi reflektif, di mana setiap
profesional diajak untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan
di balik profesinya. Etika profesi membantu individu untuk
memahami profesinya sebagai bentuk pengabdian, bukan
sekadar alat mencari keuntungan. Pendekatan filosofis ini
menumbuhkan kesadaran bahwa profesionalisme sejati tidak
hanya diukur dari keahlian teknis, melainkan juga dari
kemampuan menegakkan nilai-nilai moral dan keadilan dalam
praktik kerja. Dengan memahami landasan filosofis etika
profesi, individu dapat mengembangkan kepribadian yang etis,
berpikiran kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan
profesional. Seperti yang dijelaskan oleh (Anwar, 2021),
pemahaman filsafat etika menjadikan seseorang lebih bijaksana
dalam menghadapi dilema moral di dunia kerja, karena ia tidak
hanya menilai tindakan dari aspek hukum, tetapi juga dari
nilai-nilai kebenaran universal. Oleh sebab itu, landasan
filosofis menjadi roh dari seluruh praktik etika profesi, yang
mengarahkan manusia untuk bekerja bukan hanya demi

kepentingan pribadi, tetapi juga demi kebaikan bersama.



1.2. Ciri dan Karakteristik Etika Profesi

Etika profesi memiliki ciri dan karakteristik khas yang
membedakannya dari bentuk etika lainnya, karena etika ini
berkaitan langsung dengan tanggung jawab moral individu
dalam menjalankan profesinya. Etika profesi tidak hanya
menekankan pada perilaku moral individu, tetapi juga pada
kewajiban sosial yang melekat pada profesi tersebut. Artinya,
setiap profesi menuntut anggotanya untuk bertindak sesuai
dengan standar moral tertentu yang disepakati bersama oleh
komunitas profesinya. Dengan demikian, etika profesi
berfungsi sebagai pengatur moral yang bersifat kolektif dan

terstruktur.

Salah satu ciri utama etika profesi adalah adanya kode
etik profesional yang berisi aturan-aturan moral dan prinsip
perilaku yang wajib ditaati oleh setiap anggota profesi. Kode
etik in1 menjadi panduan dalam menghadapi dilema etis serta
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut
(Hidayat, 2022). Kode etik juga berperan sebagai alat

pengendali diri, sehingga individu tidak hanya mematuhi



BABII
Landasan Filosofis Dan Nilai Dasar: Ketakwaan, Pancasila,

Budaya Bangsa, Etika Nasional Dan Global

Profesi teknik elektro tidak hanya bergantung pada
kemampuan teknis atau penguasaan ilmu pengetahuan semata.
Lebih dari itu, profesi ini berdiri di atas fondasi moral dan
filosofis yang mengarahkan penggunaan teknologi bagi
kemaslahatan manusia. Dalam konteks modern, kemajuan di
bidang kelistrikan dan otomasi membawa dampak yang luas
terhadap kehidupan sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Karena
itu, seorang profesional teknik elektro dituntut tidak hanya
mengejar efisiensi dan inovasi, tetapi juga memastikan bahwa
setiap teknologi yang dihasilkan tetap berpihak pada nilai

kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis.

Kusuma (2024) menegaskan bahwa profesi teknik pada
hakikatnya merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap
kehidupan manusia, sebab setiap hasil teknologi selalu memiliki

konsekuensi sosial. Dengan demikian, insinyur elektro bukan



sekadar pelaksana teknis, tetapi juga penjaga nilai moral dalam
penerapan ilmu dan sains terapan. Mereka berperan sebagai
jembatan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai
kemanusiaan, agar inovasi yang diciptakan tidak melanggar
prinsip moral maupun merugikan masyarakat.
2.1. Definisi Operasional Nilai Dasar
1. Ketakwaan

Ketakwaan mencerminkan kesadaran spiritual yang
menuntun seseorang untuk bertindak sesuai dengan nilai moral
universal. Dalam profesi teknik elektro, ketakwaan tidak hanya
dimaknai sebagai pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga sebagai
prinsip etis yang melahirkan kejujuran, tanggung jawab, serta
penghormatan terhadap kehidupan. Siregar (2020) menyatakan
bahwa ketakwaan berperan sebagai pengendali moral yang
mencegah insinyur melakukan tindakan yang mengorbankan
keselamatan publik demi kepentingan ekonomi atau efisiensi

biaya.

Insinyur yang bertakwa akan menghindari manipulasi

data, memastikan sistem bekerja dengan aman, serta menjaga



keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kelestarian
lingkungan. Dengan demikian, ketakwaan menjadi dasar moral
yang menuntun profesional teknik elektro untuk selalu
menempatkan keselamatan dan kemanusiaan di atas

kepentingan pribadi maupun institusional.

2. Pancasila

Sebagai dasar negara sekaligus sumber etika kebangsaan,
Pancasila memuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan gotong
royong yang menjadi panduan moral bagi profesi teknik.
Nugroho dan Prasetya (2021) menegaskan bahwa Pancasila
menolak  individualisme  ekstrem dan  menempatkan
kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama. Dalam konteks
profesi teknik elektro, nilai-nilai Pancasila mengarahkan agar
setiap proyek dan inovasi teknologi tidak hanya berorientasi
pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada manfaat sosial yang

nyata bagi masyarakat.

Misalnya, dalam proyek instalasi listrik di daerah
terpencil, insinyur yang berpegang pada Pancasila akan

mempertimbangkan nilai kemanusiaan (sila kedua) dan keadilan



sosial (sila kelima). Dengan demikian, setiap keputusan teknis
harus memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan mampu
memanusiakan manusia serta menjamin pemerataan manfaat

bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Budaya Bangsa

Budaya Indonesia mengandung nilai-nilai kolektivitas,
gotong royong, dan solidaritas sosial yang kuat. Nilai-nilai ini
memiliki relevansi besar dalam dunia teknik elektro yang
menuntut kerja sama lintas disiplin dan koordinasi tim yang baik.
Hidayat (2022) menjelaskan bahwa karakter kolektif bangsa
Indonesia dapat menjadi penyeimbang terhadap risiko

penyimpangan etika akibat kompetisi yang tidak sehat.

Dengan menginternalisasi nilai budaya bangsa, seorang
insinyur elektro akan menumbuhkan etos kerja yang
berlandaskan disiplin, empati sosial, dan integritas. Budaya
gotong royong, misalnya, mendorong profesional teknik untuk
tidak bekerja secara individualistis, melainkan menjadikan
keberhasilan proyek sebagai hasil kolaborasi bersama yang

berlandaskan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.



4. Etika Nasional dan Global

Etika nasional merupakan cerminan nilai moral yang
bersumber dari Pancasila dan budaya Indonesia, sedangkan etika
global berpijak pada prinsip moral universal seperti kejujuran,
tanggung jawab publik, dan keberlanjutan lingkungan. Wijaya
(2023) menekankan pentingnya mengintegrasikan keduanya,
agar  profesional teknik elektro Indonesia mampu
menyeimbangkan identitas nasional dengan tuntutan standar

etika global seperti yang tercantum dalam IEEE Code of Ethics.

Dengan kata lain, insinyur elektro Indonesia harus
mampu berdaya saing secara internasional tanpa kehilangan jati
dir1 moral dan budaya bangsa. Integrasi kedua etika tersebut
akan melahirkan profesional yang tidak hanya unggul secara
teknis, tetapi juga memiliki orientasi kemanusiaan dan kesadaran

ekologis yang kuat.



BAB III
Standar dan Regulasi Profesi: UU Keinsinyuran, SNI,

Regulasi Internasional

Profesi keinsinyuran memegang peranan vital dalam
peradaban manusia dan kemajuan suatu bangsa. Mulai dari
infrastruktur dasar seperti jembatan dan sistem air bersih, hingga
teknologi canggih seperti telekomunikasi dan energi terbarukan,
semuanya merupakan hasil karya keinsinyuran. Dalam konteks
pembangunan nasional di Indonesia, peran insinyur sangat
sentral untuk mengelola sumber daya, menciptakan inovasi, dan
meningkatkan daya saing industri. Kualitas dan keandalan hasil
kerja insinyur berdampak langsung tidak hanya pada nilai
ekonomi suatu proyek, tetapi juga pada keselamatan publik dan
kelestarian lingkungan hidup. Kegagalan dalam perancangan
atau pelaksanaan proyek keinsinyuran dapat mengakibatkan
kerugian materiill yang besar, korban jiwa, dan kerusakan
lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.

Oleh karena 1tu, praktik keinsinyuran tidak dapat



dilepaskan dari tanggung jawab profesional yang tinggi. Untuk
menjamin akuntabilitas, mutu, dan keamanan, diperlukan dua
pilar utama: kerangka hukum (regulasi) yang mengatur pelaku
profesi, dan kerangka teknis (standar) yang mengatur proses serta
hasil kerjanya. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya hal ini
diwujudkan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Undang-undang ini hadir
untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan, baik
bagi insinyur sebagai penyedia jasa maupun bagi masyarakat
seba'gai pengguna jasa keinsinyuran.

Tantangan semakin kompleks di era globalisasi dan pasar
bebas, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Terbukanya batas antarnegara menuntut adanya kesetaraan
kompetensi (mutual recognition) agar insinyur Indonesia dapat
bersaing secara global dan, sebaliknya, agar Indonesia tidak
dibanjiri oleh tenaga kerja asing yang tidak terkualifikasi. Hal ini
mendorong urgensi harmonisasi antara regulasi profesi nasional
(UU Keinsinyuran), standar teknis nasional (Standar Nasional

Indonesia/SNI), dengan standar dan regulasi yang berlaku di



tingkat internasional
3.1. Definisi Profesi dan Profesionalisme

"Profesi" (profesi) memiliki makna yang lebih mendalam
dibandingkan sekadar "pekerjaan" (pekerjaan) atau okupasi.
Suatu profesi didasarkan pada landasan pengetahuan teoretis
dan keahlian intelektual khusus yang diperoleh melalui
pendidikan tinggi dan pelatithan formal yang ekstensif. Ciri
utama yang membedakan profesi adalah adanya orientasi
fundamental pada pelayanan kepentingan publik (public
service), bukan semata-mata keuntungan pribadi. Profesi
keinsinyuran, secara spesifik, adalah profesi yang menerapkan
ilmu pengetahuan, matematika, dan teknologi untuk
merancang, menganalisis, membangun, dan memelihara
struktur, mesin, material, serta sistem secara efisien dan aman
demi kemanfaatan manusia.> Keberadaan profesi ini diakui
secara formal oleh masyarakat dan negara serta dikelola oleh
suatu organisasi profesi (seperti Persatuan Insinyur
Indonesia/PII) yang bertugas menjaga standar kualifikasi,

kompetensi, dan menegakkan kode etik bagi para anggotanya.



BAB IV

Kode Etik Profesi: Struktur, Fungsi, Peran Organisasi Profesi

Dalam menjalankan profesinya, seorang insinyur tidak
hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dan
keillmuan yang tinggi, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-
nilai etika dan moral. Keberhasilan dalam bidang teknik tidak
hanya diukur dari sejauh mana seseorang mampu merancang,
mengembangkan, atau memperbaiki sistem, tetapi juga dari
sejauh mana ia dapat menjalankan tanggung jawab sosial dan
profesionalnya dengan integritas. Etika profesi menjadi
pedoman moral bagi para insinyur untuk bertindak secara benar,
jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan teknis

yang diambil.

Kode etik profesi merupakan salah satu instrumen utama
yang mengatur perilaku dan tanggung jawab moral seorang
profesional, termasuk di bidang teknik elektro. Keberadaan

kode etik bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan



manifestasi nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dalam
praktik keinsinyuran. Melalui kode etik, insinyur diharapkan
mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu,

kepentingan profesi, serta kepentingan masyarakat luas.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era
revolusi industri 4.0 menjadikan peran etika profesi semakin
penting. Inovasi di bidang kecerdasan buatan, Internet of
Things (IoT), dan sistem tenaga listrik pintar (smart grid)
membawa tantangan baru terhadap tanggung jawab insinyur
dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan
lingkungan. Oleh karena itu, kode etik profesi berfungsi sebagai
acuan moral dan hukum agar setiap tindakan teknis yang

dilakukan tidak menimbulkan kerugian sosial maupun

lingkungan (IEEE, 2020).

Di Indonesia, pengaturan etika profesi di bidang teknik
berada di bawah naungan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
PII memiliki kode etik yang mengatur perilaku dan tanggung
jawab para insinyur dalam berbagai aspek, termasuk hubungan

dengan masyarakat, pemerintah, sesama insinyur, serta



lingkungan. Sementara itu, di tingkat internasional, lembaga
seperti Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
dan Institution of Engineering and Technology (IET) juga
menetapkan standar etika profesi yang berfungsi untuk
memastikan praktik keinsinyuran berjalan sesuai prinsip
kejujuran, tanggung jawab, dan keselamatan publik (IET,

2019).

Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini akan
menyoroti struktur, fungsi, dan peran organisasi profesi dalam
membentuk, mengawasi, dan menegakkan kode etik profesi,
baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemahaman
mendalam mengenai kode etik ini sangat penting bagi
mahasiswa dan calon insinyur agar mampu menjadi profesional
yang tidak hanya unggul dalam kompetensi teknis, tetapi juga

berintegritas tinggi dalam setiap aspek pekerjaannya.

4.1. Definisi Kode Etik Profesi

Secara umum, kode etik profesi merupakan seperangkat
prinsip, aturan, dan nilai moral yang mengatur perilaku para

anggota dalam suatu profesi agar tindakan dan keputusan yang



diambil tetap sesuai dengan norma moral, hukum, dan
tanggung jawab sosial. Menurut Bertens (2013), kode etik
adalah pedoman normatif yang dirancang untuk mengarahkan
perilaku profesional seseorang agar tetap berada dalam batas
moral yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam konteks
profesi teknik, kode etik menjadi dasar moral yang menuntun
insinyur dalam melaksanakan tugas-tugas teknis yang berkaitan

dengan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan publik.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendefinisikan kode
etik insinyur sebagai seperangkat prinsip dan ketentuan moral
yang harus dipatuhi oleh setiap insinyur dalam melaksanakan
tanggung jawab keprofesiannya terhadap masyarakat,
pemerintah, dan lingkungan (PII, 2018). Kode etik tersebut
tidak hanya berisi larangan dan kewajiban, tetapi juga
mengandung nilai-nilai  fundamental seperti kejujuran,
tanggung jawab, keadilan, dan integritas. Dengan kata lain,
kode etik berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga martabat
profesi serta memastikan bahwa setiap anggota bertindak

berdasarkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.



Di tingkat global, Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) mendefinisikan kode etik sebagai komitmen
profesional terhadap perilaku etis yang mencakup tanggung
jawab terhadap keselamatan masyarakat, kejujuran dalam
pernyataan publik, dan penghormatan terhadap hak-hak
individu (IEEE, 2020). IEEE menegaskan bahwa setiap
insinyur bertanggung jawab untuk menjamin bahwa produk,
sistem, dan inovasi teknologi yang dihasilkan tidak
menimbulkan bahaya bagi manusia atau lingkungan. Dengan
demikian, baik secara nasional maupun internasional,
pengertian kode etik profesi selalu mengarah pada
pengendalian perilaku profesional agar selaras dengan nilai

moral dan kepentingan publik.
4.2. Definisi Operasional Kode Etik Profesi

Definisi operasional dari kode etik profesi dalam konteks
teknik elektro dapat dijelaskan sebagai penerapan nyata prinsip-
prinsip etika profesi dalam kegiatan teknis dan profesional
sehari-hari. Definisi operasional ini berfungsi untuk

menafsirkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam kode



etik diwujudkan secara konkret dalam perilaku, kebijakan,
maupun keputusan seorang insinyur. Menurut Pritchard
(2020), definisi operasional etika profesi mencakup
penerjemahan prinsip-prinsip moral ke dalam tindakan
profesional yang dapat diukur, diamati, dan dievaluasi.

Sebagai contoh, prinsip tanggung jawab sosial dalam kode
etik profesi teknik elektro dioperasionalkan melalui penerapan
praktik keselamatan kerja, desain sistem kelistrikan yang ramah
lingkungan, dan pemeliharaan integritas data pada sistem
otomatisasi. Prinsip kejujuran ilmiah diwujudkan melalui
transparansi dalam pelaporan hasil penelitian, serta
penghindaran plagiarisme dan manipulasi data eksperimen.
Sementara prinsip keadilan profesional diwujudkan dalam
perlakuan yang setara terhadap rekan kerja tanpa diskriminasi
berdasarkan suku, agama, ras, maupun gender.

Dalam ruang lingkup kelembagaan, kode etik profesi juga
dioperasionalkan melalui mekanisme pengawasan dan sanksi
etis. Organisasi profesi seperti PII dan IEEE memiliki Dewan

Etika yang bertugas menilai dan menindaklanjuti pelanggaran



BABV
Pelanggaran Etika dan Konsekuensinya

Dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, dan
berprofesi, etika memiliki peran fundamental sebagai pedoman
dalam menentukan perilaku yang dapat diterima secara moral.
Etika tidak hanya mengatur hubungan antara individu dan
kelompok, tetapi juga membentuk karakter dan citra profesional
seseorang. Menurut Bertens (2013), etika merupakan refleksi
kritis dan rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup di
masyarakat dan berfungsi sebagai landasan untuk menilai
tindakan manusia. Dengan demikian, etika tidak hanya
berorientasi pada aturan formal, melainkan juga pada hati nurani

dan tanggung jawab moral setiap individu.

Dalam konteks profesional, etika berfungsi sebagai dasar
bagi terbentuknya perilaku kerja yang jujur, disiplin, bertanggung
jawab, dan berintegritas. Setiap profesi, baik di bidang kesehatan,
teknik, pendidikan, maupun bisnis, memiliki kode etik profesi

yang menjadi pedoman moral bagi anggotanya. Misalnya,



seorang dokter wajib memegang teguh sumpah Hipokrates untuk
tidak menyalahgunakan ilmunya demi keuntungan pribadi,
sedangkan seorang insinyur harus memastikan bahwa setiap
rancangan yang dibuat aman dan tidak membahayakan
masyarakat. Ketaatan terhadap kode etik tersebut menjadi
cerminan dari tanggung jawab sosial seorang profesional
terhadap masyarakat luas.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran
terhadap etika baik dalam skala individu maupun organisasi.
Pelanggaran etika dapat muncul karena berbagai faktor, seperti
lemahnya pengawasan internal, tekanan ekonomi, konflik
kepentingan, kurangnya integritas pribadi, atau budaya
organisasi yang permisif terhadap penyimpangan. Menurut
Indonesia Corruption Watch (2022), pelanggaran etika sering
kali menjadi awal dari tindak pidana korupsi dan pelanggaran
hukum lainnya karena berawal dari perilaku yang tidak sesuai
dengan nilai moral.

Selain itu, di era digital dan globalisasi saat ini, bentuk

pelanggaran etika menjadi semakin kompleks. Penyalahgunaan



data pribadi, plagiarisme digital, manipulasi informasi di media
sosial, serta kejahatan siber menjadi tantangan baru bagi
penerapan etika profesional. Etika tidak lagi hanya menjadi
urusan individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif
dalam menjaga tata kelola organisasi dan masyarakat agar tetap
berlandaskan nilai kejujuran, keadilan, serta kemanusiaan.

Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini bertujuan
untuk menguraikan secara mendalam hakikat pelanggaran etika,
landasan teoritis yang melandasinya, serta klasifikasi bentuk-
bentuk pelanggaran etika dalam berbagai bidang kehidupan
manusia. Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek etika
diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran moral dan
meningkatkan profesionalisme di berbagai sektor kehidupan.
5.1. Landasan Teoritis

Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa
Yunani ethos, yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter. Etika
kemudian berkembang sebagai cabang filsafat moral yang
membahas tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak

agar sesual dengan nilai kebaikan. Menurut Magnis-Suseno



(1991), etika adalah refleksi sistematis terhadap perilaku moral
manusia, yang menekankan pada aspek rasionalitas dan
tanggung jawab moral. Dalam hal ini, etika tidak hanya menilai
tindakan dari hasilnya, tetapi juga memperhatikan niat, tujuan,

serta nilai-nilai yang melatarbelakanginya.

Dalam teori etika, terdapat tiga pendekatan utama yang

sering digunakan untuk menjelaskan perilaku moral, yaitu:

1. Etika Deontologis (Deontology) — menekankan pada
kewajiban moral dan prinsip tindakan tanpa
memperhatikan akibatnya. Contohnya, seseorang harus
berkata jujur karena kejujuran adalah kewajiban moral,
bukan karena menguntungkan dirinya.

2. Etika Teleologis (Consequentialism) — menilai tindakan
berdasarkan akibat atau hasil yang ditimbulkan. Sebuah
tindakan dianggap etis apabila menghasilkan manfaat
atau kebaikan yang lebih besar bagi banyak orang.

3. Etika Kebajikan (Virtue Ethics) — berfokus pada

pembentukan karakter dan kebiasaan baik, seperti



kejujuran, keberanian, dan keadilan, yang menjadi dasar

perilaku moral seseorang.

Dalam dunia profesional, etika diwujudkan melalui kode
etik profesi, yaitu seperangkat aturan dan prinsip moral yang
disusun untuk menjaga martabat dan kehormatan suatu profesi.
Menurut Talenta.co (2023), kode etik berfungsi untuk
membangun kepercayaan publik, melindungi masyarakat dari
penyalahgunaan keahlian, serta menegakkan standar integritas
yang tinggi bagi setiap anggota profesi. Contohnya, dalam dunia
teknik, seorang insinyur harus mematuhi prinsip keselamatan
dan tanggung jawab sosial agar hasil karyanya tidak

menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Etika juga memiliki hubungan yang erat dengan hukum.
Menurut Indonesia Corruption Watch (2022), etika menjadi
dasar moral yang membentuk hukum, sementara hukum
berfungsi sebagai aturan formal untuk menegakkan nilai-nilai etis
dalam masyarakat. Pelanggaran etika belum tentu melanggar
hukum, namun pelanggaran hukum pasti melanggar etika.

Sebagai contoh, tindakan diskriminatif terhadap rekan kerja



mungkin belum diatur secara spesifik dalam undang-undang,
tetapi tetap dianggap tidak etis karena melanggar nilai keadilan

dan kesetaraan.

Dalam konteks organisasi, teori etika sering dihubungkan
dengan konsep Good Corporate Governance (GCGQG), yang
menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,
independensi, dan keadilan dalam pengelolaan organisasi.
Organisasi yang beretika tinggi akan memiliki budaya kerja yang
bersih, jujur, dan profesional. Sebaliknya, organisasi yang
mengabaikan nilai etika cenderung mengalami  krisis

kepercayaan, konflik internal, dan keruntuhan reputasi.

Oleh karena itu, landasan teoretis pelanggaran etika
mencakup pemahaman tentang nilai-nilai moral, teori perilaku
etis, hubungan antara etika dan hukum, serta peran kode etik
dalam menjaga profesionalisme dan integritas. Dengan
memahami landasan ini, diharapkan setiap individu mampu
menginternalisasi nilai etika dalam pengambilan keputusan

profesional maupun pribadi.



5.2. Klasifikasi Pelanggaran Etika

Pelanggaran etika dapat diklasifikasikan berdasarkan
konteks, ruang lingkup, dan tingkat pelaku. Klasifikasi ini
penting agar setiap jenis pelanggaran dapat dikenali dan
ditangani dengan tepat sesuai standar profesi maupun norma
sosial. Pelanggaran etika tidak hanya terjadi karena
ketidaktahuan terhadap aturan, tetapi sering kali disebabkan oleh
konflik kepentingan, tekanan situasional, atau lemahnya
integritas moral individu dan organisasi. Berikut ini beberapa
klasifikasi pelanggaran etika yang umum terjadi:

a. Pelanggaran Etika Individu

Pelanggaran  etika  individu  merupakan  bentuk
penyimpangan moral yang dilakukan oleh seseorang dalam
kapasitas pribadinya, baik di tempat kerja, lingkungan sosial,
maupun akademik. Pelanggaran ini biasanya timbul karena
konflik kepentingan, keserakahan, tekanan situasional, atau
lemahnya nilai moral dalam diri individu. Faktor lingkungan
juga turut mempengaruhi perilaku tidak etis seseorang, terutama

ketika sistem pengawasan lemah atau budaya integritas tidak



ditegakkan.

Bentuk umum pelanggaran etika individu antara lain:

1.

Kecurangan dan penipuan (fraud), seperti memanipulasi
data keuangan, menyembunyikan informasi penting,

atau berbohong demi keuntungan pribadi.

. Pelanggaran kejujuran intelektual, misalnya plagiarisme

dalam karya ilmiah, pencurian ide, atau pengakuan

terhadap hasil kerja orang lain.

. Penyalahgunaan wewenang, seperti menggunakan

jabatan untuk mendapatkan fasilitas atau keuntungan

yang tidak semestinya.

. Kelalaian profesional, contohnya seorang tenaga medis

yang tidak mematuhi prosedur keselamatan pasien atau
seorang insinyur yang mengabaikan standar keamanan

bangunan.

. Diskriminasi dan pelecehan, baik dalam bentuk verbal,

fisik, maupun psikologis terhadap rekan kerja atau orang

lain.

Dampak dari pelanggaran etika individu sangat luas. Tidak






BAB VI
Etika Profesi Keteknikan LLandasan Filosofis & Nilai Dasar
Ketakwaan, Pancasila, Budaya Bangsa, Etika Nasional &
Global

6.1. Etika Profesi Berdasarkan Ketakwaan Dan
Pancasila

1. Ketakwaan dalam Pancasila

Dalam konteks Pancasila, ketakwaan berakar pada sila
pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi
dasar dari keempat sila lainnya. Nilai Ketuhanan inilah yang
melahirkan prinsip moral, keadilan, dan kemanusiaan.
Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa takwa dapat
diartikan sebagai kesadaran ketuhanan (God-consciousness)
suatu kondisi spiritual di mana seseorang merasa selalu
diawasi oleh Tuhan dalam setiap tindakan, sehingga ia
senantiasa menghindari perbuatan tercela dan menunaikan
kewajiban dengan penuh tanggung jawab (Madjid et al.
2020). Dengan kesadaran tersebut, ketakwaan menjadi
pengendali batin yang mengarahkan perilaku profesional

agar tidak menyimpang dari norma dan etika moral bangsa.



ketakwaan dalam Pancasila menegaskan bahwa setiap
warga negara harus menjadikan nilai-nilai keagamaan
sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang
menekankan pembentukan manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak
mulia. Sebagaimana dijelaskan oleh (Suardi,Makassar
2023), penguatan karakter beriman dan bertakwa
merupakan bagian integral dari Profil Pelajar Pancasila,
yang bertujuan menumbuhkan perilaku jujur, adil, dan
bertanggung jawab di berbagai bidang kehidupan

profesional.

Adapun dalam dimensi sosial, ketakwaan menuntut
penerapan nilai-nilai ilahiah ke dalam praktik kemanusiaan.
Artinya, seseorang yang bertakwa bukan hanya patuh dalam
ibadah personal, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab
etis terhadap keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan
kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila

khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta



keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan
manifestasi langsung dari ketakwaan yang Dbersifat
komprehensif. Sebagaimana ditegaskan oleh (Saragih 2018),
sila pertama Pancasila tidak hanya berbicara tentang
pengakuan akan keberadaan Tuhan, tetapi juga menuntut
aktualisasi nilai-nilai ketuhanan dalam tindakan nyata demi
kemaslahatan bersama. Dengan demikian, ketakwaan dalam
perspektif Pancasila dapat dipahami sebagai sikap dan
perilaku manusia yang berlandaskan pengakuan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dalam kesadaran
moral, sosial, dan profesional untuk menjalankan kewajiban
serta menjauhi larangan Tuhan. Ketakwaan juga berfungsi
sebagai pedoman etika profesi yang membentuk pribadi
berintegritas tinggi, mampu menjaga kehormatan pekerjaan,
dan menjadikan nilai Pancasila sebagai dasar bertindak

dalam setiap keputusan profesional.

2. Oprasional Ketakwaan dalam Pancasila

Nilai ketakwaan tidak bersifat situasional, tetapi harus

diterapkan secara konsisten dalam setiap bidang kehidupan.



Dalam dunia kerja modern, hal ini berarti menjaga integritas
profesional di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan
teknologi. Ketakwaan menjadi kompas moral yang
mengarahkan individu untuk tidak kehilangan nilai
kemanusiaan dan kejujuran, bahkan di tengah sistem yang
kompetitif. Sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan
pendidikan nasional, peningkatan iman, takwa, dan akhlak
mulia merupakan dasar dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa (Indonesia Window i1s a reference to see Indonesia

and more. 2025).

Operasional  ketakwaan juga mencakup upaya
institusional, yaitu menjadikan nilai Ketuhanan sebagai
dasar pembentukan peraturan dan kebijakan yang
menjunjung integritas dan etika publik. Contohnya dapat
ditemukan pada berbagai lembaga negara yang
mensyaratkan “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa” sebagai kualifikasi moral pejabat publik,
termasuk hakim dan aparatur sipil negara (Sekretariat

Jenderal MPR RI 2020). Hal ini menunjukkan bahwa



ketakwaan tidak berhenti pada aspek pribadi, tetapi juga
dilembagakan dalam sistem kenegaraan sebagai jaminan

moralitas publik.

3. Tantangan Ketakwaan di Era Modern

Ketakwaan sebagai nilai spiritual yang berakar pada sila
pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan
fondasi moral bangsa Indonesia. Namun, perkembangan
zaman yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan
teknologi, dan modernisasi nilai-nilai kehidupan telah
memunculkan  berbagai  tantangan  baru  dalam
mengimplementasikan ketakwaan secara nyata dalam
kehidupan sehari-hari maupun dalam etika profesi
(ZULKIFLI and IH.Herman 2025). Ada beberapa Aspek

Penting Tantangan Ketakwaan di Era Modern yaitu :
(1) Pengaruh Teknologi dan Digitalisasi
Era digital membawa kemudahan dalam memperoleh

informasi, tetapi juga membuka peluang besar terhadap

penyebaran nilai-nilai negatif yang dapat melemahkan



ketakwaan. Untuk tantangan dari pengaruh teknologi dan
digitalisasi bisa terjadi dari munculnya hoaks, pornografi,
ujaran kebencian, serta perilaku konsumtif yang
menggeser nilai  spiritualitas. Oleh karna itu
memunculkan dampak untuk kedepannya sehingga
berkurangnya kesadaran diri dalam menjaga etika digital

dan tanggung jawab moral di ruang maya.

(2)Perubahan Sosial dan Nilai Global

Perubahan social dan nilai global disini menghadirkan
pertukaran nilai budaya dan pandangan hidup yang
beragam. Kondisi ini sering menyebabkan munculnya
relativisme moral yang bertentangan dengan nilai
ketuhanan dalam Pancasila. Sekularisasi kehidupan
publik sehingga melemahnya norma religius dalam
profesi menjadikan tantangan pada perubahan sosisal dan
nilai global dan berdampak pada nilai ketakwaan
dianggap tidak relevan dengan dunia kerja yang

kompetitif dan pragmatis.

(3)Idividualisme dan Kompetisi Profesional



Dunia kerja modern menuntut produktivitas dan hasil
cepat, sering kali mengesampingkan nilai moral dan
kejujuran, sehingga munculnya praktik tidak etis seperti
korupsi, kolusi, manipulasi data yang menguji ketakwaan
seorang professional, dan berdampak pada degradasi
moral di lingkungan kerja dan berkurangnya nilai

integritas profesi.

(4)Krisis Keteladanan dan Instusi Moral

Keteladanan tokoh masyarakat, pemimpin, dan
institusi pendidikan menjadi kunci dalam menanamkan
nilai ketakwaan. Namun, krisis moral di berbagai lini
menyebabkan berkurangnya figur panutan, sehingga
menyebabkan lemahnya penegakan etika sosial dan

profesional.
(5)Percepatan Perubahan dan Adaptasi Nilai
Perubahan teknologi, sistem ekonomi, serta gaya

hidup menuntut pembaruan cara pandang terhadap

penerapan nilai ketakwaan. Tatanggan nya yaitu menjaga



BAB VII

Peran Dan Tanggung Jawab Seorang Insinyur

Dalam setiap bidang profesi, proses pengambilan
keputusan merupakan inti dari tanggung jawab moral seorang
profesional. Keputusan yang diambil tidak hanya berdampak
pada dirinya sendiri, tetapi juga pada organisasi, masyarakat,
dan lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu, kemampuan untuk
mengambil keputusan yang etis menjadi aspek penting dalam
membangun profesionalisme yang berintegritas.

Menurut Keraf (1998), etika bukan hanya sekadar
kumpulan aturan yang membedakan antara baik dan buruk,
melainkan refleksi kritis terhadap tindakan manusia agar selaras
dengan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Dengan
demikian, etika berfungsi sebagai panduan normatif dalam
menilai apakah suatu keputusan dapat dipertanggungjawabkan
secara moral.

Dalam konteks profesi teknik, termasuk bidang Teknik

Elektro, setiap keputusan teknis yang diambil berpotensi



membawa dampak luas. Contohnya, keputusan dalam
merancang sistem tenaga listrik, menentukan spesifikasi
komponen, atau memilih metode pengujian alat, dapat
berpengaruh terhadap keselamatan publik dan kualitas
infrastruktur energi. Seorang insinyur dituntut tidak hanya
mempertimbangkan aspek efisiensi dan biaya, tetapi juga
keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial (Harris,
Pritchard, & Rabins, 2019).

Etika pengambilan keputusan menjadi penting karena
sering kali profesional dihadapkan pada dilema moral, yaitu
situasi di mana dua nilai yang sama-sama penting saling
bertentangan. Misalnya, ketika seorang insinyur harus memilih
antara menekan biaya produksi dengan mengorbankan standar
keselamatan, atau menaikkan biaya untuk menjaga kualitas dan
keamanan. Dalam situasi seperti itu, etika memberikan panduan
untuk menilai dan menentukan tindakan yang paling tepat.

Dengan mempelajari etika pengambilan keputusan,
mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa keberhasilan

profesional tidak hanya diukur dari kecerdasan teknis, tetapi juga



dari kebijaksanaan moral. Seorang insinyur sejati bukan hanya
yang mampu memecahkan masalah teknis, melainkan juga yang
mampu membuat keputusan secara bertanggung jawab, adil, dan

berlandaskan integritas moral.

7.1. Moral dalam Pengambilan Keputusan

Nilai moral memiliki peran fundamental dalam proses
pengambilan keputusan karena berfungsi sebagai kompas etika
yang menuntun individu dalam memilih tindakan yang paling
benar di antara berbagai alternatif pilihan. Ketika seseorang
dihadapkan pada berbagai kemungkinan tindakan, nilai moral
membantu menentukan mana di antara alternatif tersebut yang
sesuai dengan prinsip kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan.

Menurut Bertens (2007), moral tidak sekadar membedakan
antara “baik” dan “buruk”, tetapi juga memberikan dasar bagi
seseorang untuk menilai tindakan secara sadar dan bertanggung
jawab. Artinya, nilai moral tidak hanya menjadi ukuran eksternal
(aturan sosial atau agama), melainkan juga menjadi pedoman

internal yang tumbuh dari hati nurani seseorang.



Dalam proses pengambilan keputusan, terutama di dunia
profesional, individu sering kali harus menimbang berbagai
alternatif solusi yang semuanya memiliki konsekuensi berbeda.
Tanpa pedoman moral, keputusan mudah terjebak pada
pertimbangan yang bersifat pragmatis misalnya mencari
keuntungan pribadi atau menekan biaya tanpa memperhatikan
akibat sosial atau dampak jangka panjangnya.

Sebagai contoh, dalam bidang teknik elektro, seorang
insinyur mungkin dihadapkan pada dua pilihan dalam
merancang sistem tenaga listrik:

e menggunakan komponen dengan kualitas tinggi namun

mahal, atau

e menggunakan komponen lebih murah namun berisiko

menimbulkan gangguan pada sistem.

Secara  ekonomis, opsi kedua tampak lebih
menguntungkan, tetapi secara moral, pilthan itu bisa
membahayakan keselamatan pengguna dan melanggar prinsip
tanggung jawab profesional. Di sinilah nilai moral berfungsi

sebagai panduan untuk memastikan bahwa keputusan yang



diambil tidak hanya efisien, tetapi juga beradab dan bertanggung
jawab secara sosial.

Keraf (1998) menekankan bahwa dalam setiap tindakan
profesional, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari dimensi
moral, karena setiap keputusan selalu memiliki konsekuensi bagi
orang lain. Oleh sebab itu, nilai moral berperan sebagai filter
dalam proses berpikir rasional agar keputusan yang diambil tetap
menghormati martabat manusia dan tidak menimbulkan
kerugian sosial maupun lingkungan.

Lebih jauh lagi, nilai moral membantu seseorang
mengembangkan  kebijaksanaan etis (ethical wisdom)
kemampuan untuk tidak hanya memutuskan apa yang “bisa”
dilakukan, tetapi juga apa yang “seharusnya” dilakukan (Harris,
Pritchard, & Rabins, 2019). Dalam konteks ini, moral tidak
hanya bersifat reaktif terhadap peraturan, tetapi juga proaktif
dalam mendorong seseorang untuk berbuat baik bahkan ketika
tidak ada pengawasan eksternal.

Dengan demikian, nilai moral berfungsi sebagai pedoman

dinamis dalam menghadapi kompleksitas pilihan manusia



modern, termasuk dalam pengambilan keputusan profesional.
Nilai ini meneguhkan integritas seseorang agar tetap konsisten
terhadap kebenaran, bahkan ketika dihadapkan pada tekanan
ekonomi, politik, atau sosial.

Moral individu dan tanggung jawab profesi merupakan dua
hal yang saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dalam
praktik profesional. Moral individu berakar pada nilai-nilai
pribadi yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan
keyakinan, sedangkan tanggung jawab profesi mencerminkan
standar etis yang diharapkan dari seseorang dalam menjalankan
peran profesionalnya.

Menurut Keraf (1998), seseorang yang bekerja dalam
kapasitas profesional tidak hanya bertanggung jawab terhadap
tugas teknis, tetapi juga terhadap konsekuensi sosial dan moral
dari tindakannya. Dengan kata lain, profesi bukan hanya sekadar
pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, melainkan juga
bentuk panggilan moral wuntuk berkontribusi terhadap

kesejahteraan masyarakat.



Dalam dunia teknik elektro, tanggung jawab profesi
diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kode etik insinyur,
standar keselamatan, serta komitmen terhadap kualitas kerja.
Seorang insinyur yang memiliki moral kuat akan selalu
memastikan bahwa setiap hasil kerjanya aman, andal, dan tidak
merugikan pengguna. Misalnya, ketika menemukan potensi
kesalahan desain yang bisa berakibat fatal, ia wajib melaporkan
dan memperbaikinya, meskipun hal tersebut mungkin menunda
proyek atau menambah biaya.

Hubungan antara moral individu dan tanggung jawab
profesi dapat dijelaskan dalam tiga dimensi utama:

1. Dimensi kesadaran moral (moral awareness)

Moral individu membantu seseorang mengenali apakah
suatu situasi mengandung dilema etika. Tanpa
kesadaran moral, individu mungkin gagal memahami
bahwa tindakannya bisa melanggar norma profesi.

2. Dimensi penilaian moral (moral judgment)

Setelah menyadari adanya dilema etika, moral individu

memengaruhi cara seseorang menilai benar atau salah
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